
BUPATI ACEH BESAR 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, menegaskan bahwa peninjauan tarif retribusi 

dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 

penambahan objek retribusi yang ditetapkan dengan 

Perkada; 

b. bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten 

Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pemakaian  Kekayaan Daerah perlu dilakukan 

penyesuaian tarif retribusi; 

c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten 

Aceh Besar Nomor: 513/389/2022, 05 November 2022 

perihal : Usulan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf ¢, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang 

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi  Daerah 

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3893); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan = Pemerintah  Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Aceh Besar Nomor 23); 

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh 

Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Kabupaten Aceh Besar Nomor 55). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYESUAIAN 

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

| Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh 
seorang Bupati; 

. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
vang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; 

. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah 
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh 

Besar; 

. Bupati adalah Kepala Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih 

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, 
umum,bebas,rahasia,jujur dan adil; 

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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BAB II 
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 2 

Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (2) huruf b angkal disesuaikan tarifnya, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

b. Retribusi Penggunaan Gedung/Bangunan: 
1. Gedung 

a. Kegiatan Organisasi ..... ..Rp.  800.000,- 
b. Kegiatan/ Pertunjukan/ Kesenian .. ..Rp. 1.000.000,- 
c. Kegiatan Resepsi Perkawinan 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar. 

Ditetapkan di Kota Jantho 

pada tanggal, Apcit 2023 M 

W kamadhan 1444 H 

/Pj. BUPATI ACEH BESAR, % 

MUHAMMAD ISWANTO 

Diundang di Kota Jantho 
pada tanggal —& April 2023 M 

1A Lamadhan 1444 H 

% SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH BESAR,/¥* 
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SULAIMI 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 5 


